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ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan
Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020
tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan
Tahapan Pemilihan 2020, pada angka 1 (satu) huruf e, dalam hal KPU
Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan PPS sebagaimana
mekanisme yang diatur dalam huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota
menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPS kepada masing-
masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan Pelantikan setelah
masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/ 2020
tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam
Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini
adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi UU (LN Rl Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN Rl Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (BN Rl Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan



Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan
PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN Rl Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan
KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Rl Nomor 179/PL.02-
Kpt/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Surat Dinas
KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal
Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-
Kab/1X/2019  tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU
Kabupaten Rembang Nomor 39/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I11/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/1X/2019 tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang
Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/1/2020 tentang Pedoman Teknis Tata
Kerja KPU Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun
2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-
Kab/111/2020 tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan
Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun
2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-
Kab/Ill/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.04.2-Kpt/3317/
KPU-Kab/111/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di
Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Rembang Tahun 2020; Panitia Pemungutan Suara merupakan
penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di
tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada



CATATAN :

ketentuan peraturan perundang-undangan; biaya yang timbul dalam
pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; dan Masa kerja Panitia Pemungutan
Suara akan diatur di kemudian hari.

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
tanggal 22 Maret 2020.
- Lampiran 6 halaman



